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ABSTRAK 

ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  

DENGAN SYSTEM ONLINE MELALUI  E-SAMSAT DI UPT  

PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA  

 

Oleh :  

MELISA FEBRINA 

NIM. 01770623608 

Tugas akhir ini dilakukan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru 

Kota dengan tujuan untukmengetahui bagaimana proses pemungutan pajak 

kendaraan bermotor melalui E-samsat dan untuk mengetahui apa saja faktor 

yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui E-

samsat pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota. Adapun jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yaitudata yang diperoleh 

penulis secara langsung melalui wawancara kepada salah satu pegawau UPT 

Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota. Kemudian Data Sekunder adalah data 

yang diperoleh dari dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan di 

peroleh melalui beberapa dokumen yang telah tersedia.Tugas akhir ini 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara.Seiring dengan 

perkembangan zaman, UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota telah 

melakukan Samsat Online. Pelayanan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dengan sistem online di harapkan dapat meningkatkan jumlah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum di berlakukan sistem manual. 

 

Kata kunci: Pemungutan,Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),E-samsat 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dengan penerimaan yang bersumber dari pajak, pemerintah bisa 

menyelenggarakan program-program pembangunan nasional untuk pemenuhan 

kebutuhan rakyat seperti pembiayaan pengadaan fasilitas publik untuk 

pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, halte bus dan infrastruktur 

lainnya.Salah satu sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak 

adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak 

atas kepemilkan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan 

bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandeengannya yang digunakan 

disemua jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi  

Mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan     

bermotor yang bersangkutn termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.Untuk 

memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dan pemilik kendaraan 

bermotor, dan memenuhi tuntutan dan amanat konstitusi agar mampu memberikan 

pelayanan yang lebih responsif, berorientasi kepada aspirasi masyarakat dan 
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kepuasan pelanggan, Kantor Bersama Samsat (Sistem Administrasi Manunggal 

Satu Atap) Daerah Provinsi Riau membuat terobosan inovasi E-Samsat 

Riau.Terobosan E-Samsat Riau merupakan salah satu inovasi yang diambil oleh 

Pemerintah Provinsi Riau atas kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah 

Provinsi Riau, Polda Riau dan Jasa raharja Cabang Riau serta Bank Riau Kepri 

berupa layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat 

Riau berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk 

pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor, 

SWDKLLJ, dan PNBP Pengesahan STNK yang dapat dilakukan melalui aplikasi 

layanan mobile.Daerah administrasi/hukum pemberlakuan lingkup pelayanan E-

Samsat Riau yang dapat diakses oleh seluruh Samsat pada wilayah Provinsi Riau. 

Sistem pelayanan ini hanya melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

tahunan SWDKLLJ dan PNBP Pengesahan STNK. Layanan E-Samsat ini 

betujuan untuk lebih mendekatkan sehingga mudah di akses oleh masyarakat. 

Dengan adanya layanan ini pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor 

berpelat Riau cukup dilakukan melalui ATM Bank Riau Kepri. Dengan 

diberlakukannya layanan E-Samsat ini  diharapkan dapat membantu pemerintah 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD). 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Riau 2018 – 2019 

 

Tahun Target PKB Unit Realisasi PKB (Rp) 

2018 265.299.965.409,16 252.904 346.274.738.464,00 

2019 300.920.883.501,78 245.749 350.809.262.253,00 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

Tabel 1.2 Rekapitulasi data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) R-2,R-4,dan alat berat 

Tahun 

 

R-2 R-4 Alat berat 

Unit Rp Unit Rp unit Rp 

2018 139.469 32.283.463.135 112.757 313.082.939.312 678 908.336.017 

2019 131.580 31.260.948.501 113.498 318.645.830.370 671 902.483.382 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau  

 

Dari tabel 1.2 pada tahun 2018 kendaraan bermotor roda 2 realisasinya 

sebesar Rp.32.283.463.135 dan pada tahun 2019 realisasinya Rp. 31.260.948.501. 

dan untuk kendaraan bermotor roda 4 pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 

313.082.939.312 dan pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp. 318.645.830.370. 

dan utnuk alat berat pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 908.336.017 dan 

pada tahun 2019 realisasinya sebesar Rp. 902.483.382 
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Tabel 1.3 Laporan Penerimaan Per Tahun Unit Penerimaan E-Samsat 

Povinsi Riau 

No 
 

Tahun 

Penerimaan 

Unit Pokok PKB 

1 2018 239 327.811.337 

2 2019 241 400.764.042 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau UP PengelolaanPendapatan 

E-samsat 

Dari tabel 1.3 pada tahun 2018 penerimaan kendaraan bermotor 239 unit 

dengan pokok PKB Rp. 327.811.337 dan pada 2019 penerimaan kendaraan 241 

unit dengan pokok PKB Rp. 400.764.042 dari data tersebut hanya terjadi 

penambahan 2 unit saja Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran 

pajak melalui E-Samsat, hal ini dikarenakan kurangnnya pemahaman masyarakat 

mengenai penting dan wajibnya membayar pajak dan kurangnya pemahaman atas 

akan proses pembayaran pajak melalui inovasi aplikasi E-Samsat Riau itu sendiri. 

Berdasarkan dari data diatas dapat di simpulkan bahwa kepemilikan 

kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 dan alat berat mengalami penurunan 

unit dan realisasinya pada tahun 2019. Meski tidak terjadi penurunan yang  sangat 

signifikan tetapi pemerintah berharap wajib pajak lebih sadar akan pentingnya 

membayar pajak. Begitu juga dengan penerimaan E-Samsat meski tidak terjadi 

peningkatan yang sangat signifikan,tetapi pemerintah berharap agar masyarakat 

lebih sadar akan kewajibannya membayar pajak. 

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah 
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daerah yaitu Badan Pendapatan Asli Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk 

memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan yang meningkat dengan pesat di 

masing – masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat 

peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang di miliki 

oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi 

budgetir yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber 

– sumber yang dimiliki dan di nilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan 

bagi daerah. 

Pajak kendaraan bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau 

kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi objek pajak dan subjek 

pajaknya yakni orang pribadi atau dan selaku pemilik kendaraan bermotor. 

Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih 

beserta gandengannya  yang digunakan di semua jenis jalan darat,dan digerakkan 

oleh peralatan teknik berupa bator atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

merubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kedaraan 

bermotor yang yang bersangkutan termasuk alat alat berat yang digerakan.  

Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undang yang 

menentukan orang-orang yang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan 

adalah sumber daya kepada pemerintah.ketentuan perundang undang tersebut 

memuat kriteria yang menjadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak 
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tersebut. Pajak sendiri merupakan suatu gejala sosial dan hanya terdapat dalam 

suatu masyarakat, tanpa adanya masyarakat,tidak mungkin ada suatu pajak. 

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di laksanakan di sistem administrasi 

manunggal satu atap (SAMSAT). Pembayaran oleh wajib pajak kendaraan 

Bermotor  dan Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat dilakukan 

pada kantor cabang kas daerah di sistem administrasi manunggal satu atap 

(SAMSAT), dimana pada umumnya kantor sistem administrasi manunggal satu 

atap (SAMSAT) tersebar di setiap kota maupun daerah provinsi. 

Kemacetan merupakan hal yang biasa terjadi, salah satu penyebab 

kemacetan ini adalah meningkatnya jumlah volume kendaraan bermotor. Kondisi 

ini menggambarkan pertumbuhan kendaraan bermotor dan terus meningkat setiap 

tahunnya. Hal ini di sebabkan karena meningkatnya daya beli masyarakat dan 

murahnya biaya untuk kredit kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah 

pembelian kendaraan bermotor maupun kendaraan bermotor bekas mengakibatkan 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) yang di terima juga meningkat. 

Seiring dengan perkembangan zaman, UPT Pengelolaan Pendapatan 

Pekanbaru Kota telah melakukan Samsat Online. Pelayanan terhadap pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan sistem online di harapkan dapat 

meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum di berlakukan 

sistem manual. 



 

 

 
 

 

7 

Latar belakang di buatnya E-samsat adalah dengan adanya peraturan 

presiden nomor 5 Tahun 2015 pasal 22 ayat (1) huruf f tentang penyelenggaran 

SAMSAT Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa peningkatan kualitas 

pelayanan kantor bersama Samsat salah satunya dapat di lakukan dengan 

membentuk samsat online nasional (e-samsat). 

Pada hari kamis (31/05/2018) pemerintah provinsi riau melakukan 

penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT.Bank Riau Kepri,Polda Riau 

dan PT. Jasa Raharja Riau. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama 

tersebut, maka provinsi riau secara resmi dapat melaksanakan pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan terbaru yakni E-samsat. 

Acara penandatangan perjanjian kerjasama sekaligus launchingE-samsat 

ini di hadiri langsung oleh plt. Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Kepala 

Bapenda Prov. Riau Drs. H. Indra Putrayana, Kapolda Riau Irjen Pol Nandang, 

Kepala PT Jasa Raharja Riau Herry Kesuma serta Direktur BRK Irvandi Gustari. 

Turut hadir dalam acara tersebut, Koordinator Wilayah I Korsupgah KPK 

Alinsyah M.Nasution, komisaris Utama BRK Mambang Mit,serta sejumlah 

Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Prov Riau. 

Dalam sambutannya Plt.Gubernur Riau sangat menyambut baik 

peluncuran program E-samsat Prov Riau ini. Menurutnya hal itu merupakan  

mimpi yang beliau simpan puluhan tahun yang lalu. 

Daerah administrasi/hukum pemberlakuan lingkup pelayanan E-Samsat 

yang dapat diakses oleh seluruh Samsat pada wilayah yang bersangkutan.Setiap 

proses pendaftaran yang telah selesai akan mendapatkan Kode Bayar yang 
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digunakan untuk pembayaran melalui layanan E-Channel perbankan (ATM) yang 

telah bekerja sama dalam pelayanan pembayaran, adapun perbankan yang bekerja 

sama meliputi Bank Daerah (Bank Riau-Kepri). 

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul 

mengenai “PROSES PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 

MELALUI E-SAMSAT DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN 

PEKANBARU KOTA ”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di sebutkan penulis di atas dapat 

dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

melalui E- Samsat? 

2. Apa faktor yang menjadikendala dalam pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) melalui E- Samsat?  

3. Apakah upaya dalam mengatasi kendala pemungutan pajak 

kendaraan bermotor (PKB) melalui E-Samsat? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang telah di tetapkan untuk penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses dalam pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB)melalui E-Samsat. 
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2. Untuk mengetahui apa sajafaktor yang menjadi kendala dalam 

pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui E- Samsat. 

3. Untuk mengetahui apa upaya dalam mengatasi kendala pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) melalui E-Samsat 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Praktis 

Untuk menambah wawasan tentang analisis pemungutan pajak kendaraan 

bermotor melalui E- Samsatdi daerah kota pekanbaru. 

b. Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca agar 

mengetahui cara dan semua yang menyangkut tentang pemungutan pajak 

kendaraan bermotor melalui E-Samsat di daerah kota pekanbaru. 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di kota pekanbaru provinsi riau. Dengan objek 

penelitian pada UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota yang berlokasi di 

Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru kode pos 28116,Telp(0761)22883, Email: 

uptpkukota.pendapatan@riau.go.id. 

1.4.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini di lakukan selama 2 bulan yaitu terhitung sejak Januari 2020 

sampai Maret 2020. 

mailto:uptpkukota.pendapatan@riau.go.id
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1.4.3 Jenis data 

 Adapun data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer adalah data yang di peroleh penulis secara langsung melalui 

wawancara kepada pegawai UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota 

Badan Pendapatan Daerah Prov Riau. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan  

dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung di peroleh 

peneliti melainkan di peroleh melalui beberapa dokumen yang sudah tersedia. 

Data tersebut dalam bentuk catatan, buku – buku dan sebagainya. 

1.4.4 Teknik Pengumpulan data 

1. Interview (wawancara), yaitu penulis melakukan tanya jawab tentang masalah 

yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai kantor UPT 

Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota. 

2. Observasi, yaitu penulis mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk 

mengamati secara dekat mengenai masalah yang di teliti. 

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan 

pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, dokumen yang di gunakan 

dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus 

dalam pekerjaan sosial dokumen lainnya. 

1.4.5 Analisis Data 

Analisis data di lakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang   ada, 

yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada 



 

 

 
 

 

11 

sedemikian rupa kemudian di analisis di hubungkan dengan teori yang sudah di 

peroleh dan mendukung, kemudian di ambil satu kesimpulan dan di akhiri dengan 

mengemukakan saran yang di anggap perlu. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk keperluan penyusunan ini nantinya, maka secara umum penulis 

menguraikan kedalam empat bab yang masing – masing Bab menjadi sub Bab 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Merupakan Bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

yang di akhiri sistematika pembahasan. 

BAB II: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 Merupakan uraian tentang gambaran dan struktur organisasi dan 

instansi pemerintahan di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru 

Kota. 

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Merupakan uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, 

di sini akan di bahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan 

dengan judul penelitian. 
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BAB IV: PENUTUP 

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan 

Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Badan Pendapatan 

Daerah Prov Riau. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum Kantor UPT 

Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota yang meliputi: 

2.1 Sejarah Berdirinya Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru 

Kota  

 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (BAPENDA) sebelumnya adalah 

Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas 

yang menjadi aparat pelaksana Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintah di Deerah yang kemudian diubah dengan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan terakhir diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  

Peningkatan peranan Dinas Pendapatan Provinsi Riau, diupayakan dan 

diusahakan ke arah penyempurnaan organisasi setiap tahunnya secara terus 

menerus, untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayaan publik wajib 

pajak di daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah Pendapatan 

Daerah DIPENDA Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I Riau Nomor 37/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 dan Peraturan 

Pemerintah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kantor 

Pendapatan Daerah dan Pos Pelayanan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi Riau 

sebagai berikut: 
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a. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Pekanbaru 

Selatan berkendudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi 

seluruh wilayah Kecamatan Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, 

Tenayan Raya, dan Kecamatan Payung Sekaki. 

b. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Pekanbaru 

Kota berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi seluruh 

wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota, Sail, Sukajadi, Senapelan dan 

Kecamatan Lima Puluh. 

c. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 

Kampar berkedudukan di Bangkinang, dengan wilayah kerja meliputi 

seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Kampar.  

d. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 

Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat, dengan wilayah kerja meliputi 

seluruh wilayah Kecamatan Rengat, Rengat Barat, Siberda, Batang 

Canaku, dan Batang Gansal. 

e. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 

Indragiri Hilir berkedudukan di Tembilahan, dengan wilayah kerja 

meliputi seluruh wilayah Kecamatan Tembilahan. Tembilahan Hulu, 

Tempuling Hulu, Tempuling, Kuala Indragiri, Kuala Enok, Batang Tuaka, 

Gaung dan Gaung Anak Serka. 

f. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Dumai 

berkedudukan di Dumai, dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah 

Kota Dumai. 
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g. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 

Pelalawan berkedudukan di Pangkalan Kerinci, dengan wilayah kerja 

meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pelalawan. 

h. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 

Rokan Hulu berkedudukan di Pasir Pangaraian, dengan wilayah kerja 

meliputi seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu. 

i. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 

Rokan Hilir berkedudukan di Bagan Siapi-api, dengan wilayah kerja 

meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bangko, Sinoboi, Kubu, Pasir Limo 

Kapas dan Batu Amar. 

j. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 

Kuantan Singingi berkedudukan di Teluk Kuantan, dengan wilayah kerja 

meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Sengingi. 

k. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 

Bengkalis berkedudukan di Bengkalis, dengan wilayah kerja meliputi 

seluruh wilayah Kecamatan Bengkalis. 

l. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 

Siak berkedudukan di Siak Sri Indrapura, dengan wilayah kerja meliputi 

seluruh wilayah Kabupaten Siak. 

m. Kantor Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kabupaten 

Meranti berkedudukan di Selatpanjang, dengan wilayah kerja meliputi 

seluruh wilayah Kabupaten Meranti. 
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Pada tahun 2001 merupakan awal dirancangkannya Otonomi Daerah, 

sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah di Daerah dan Undang-Undang 25 tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi perubahan paradigma baru dalam 

penyelenggaraan pemerintah yang ditandai dengan kewenangan yang lebih Luas 

diberikan kepada daerah dalam mengurus dan melaksanakan penyelenggaraan 

urusan rumah tangga daerah. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya kebebasan 

bagi derah untuk menggali berbagai sumber-sumber potensi yang ada didalam 

wilayah dan dimanfaatkan untuk pembangunan, pengembangan dan kemajuan 

daerah itu sendiri.  

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 25 tahun 1999, telah membawa perubahan dan perombakan tahapan 

Struktur Organisasi Pemerintah di Daerah. Hal ini juga terjadi pada Dinas 

Pendapatan Provinsi Riau dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 

2001 tanggal 24 April 2001 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, yang sebelumnya di atur dan 

didasarkan oleh Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1979 dengan nama Dinas 

Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau, berubah nama manjadi Dinas 

Pendapatan Provinsi Riau. 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah kembali 

membawa perubahan terhadap Struktur Organisasi pemerintah daerah. Demikian 

pula dengan Struktur Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang ditetapkan dengan 
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peraturan daerah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisai 

dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan kemudian ditetapkan 

tugasnya dengan peraturan daerah Nomor 39 tahun 2009 tentang tugas dan fungsi 

Dinas Pendapatan Provinsi Riau. 

Peraturan Gubernur Riau nomor 61 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau. 

UPT pada dinas pendapatan provinsi Riau berjumlah 17 yang terdiri dari: UPT 

Pendapatan Pekanbaru Selatan, UPT Pendapatan Pekanbaru Kota, UPT 

Pendapatan Kab. Kampar, UPT Pendapatan Kota Dumai, UPT Pendapatan Kab. 

Bengkalis, UPT Pendapatan Kab. Rokan Hulu, UPT Pendapatan Kab. Siak, UPT 

Pendapatan Kab. Rokan Hilir, UPT Pendapatan Pelalawan, UPT Pendapatan 

Bagan Batu, UPT Pendapatan Perawang, UPT Pendapatan Kab. Indragiri Hilir, 

UPT Pendapatan Duri, UPT Pendapatan Kab. Kepulauan Meranti, UPT 

Pendapatan Kab. Indragiri Hulu, UPT Pendapatan Kab. Kuansing, UPT 

Pendapatan Kubang. 

UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan yang bersifat teknis operasional 

dibidang pendapatan. Untuk melaksanakan tugas, UPT Menyelenggarakan 

Fungsi: 

a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah diwilayah kerja masing – masing 

UPT dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kecamatan Pekanbaru 

Kota, Sail, Sukajadi, Senapelan dan Kecamatan Lima Puluh. 

b. Melaksanakan Pelayanan Samsat. 
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c. Melaksanakan pemungutan pendapatan asli daerah. 

d. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten atau Kota serta 

pihak terkait laianya yang berhubungan dengan pendapatan. 

e. Melaksanakan tugas tugas ketatausahaan. 

f. Menyampaikan laporan kegiatan kegiatan UPT kepala dinas setiap bulan 

selambat – lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 

2.2 Strukutur Organisasi 

Gambar 2.1 :StrukturOrganisasi di UPT PengelolaanPendapatanPekanbaru Kota 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2.3 Tugas dan Tanggung Jawab 

Sumber : UPT PengelolaanPendaptanPekanbaru Kota Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau 

KEPALA 

UPT 

SUBBAG TATA USAHA 
SEKSI PENERIMAAN 

SEKSI PENAGIHAN 

Wan Suasty Saleh, S.Sos 
NIP. 19710408 200012 2 002 

Baiduri Zam, SH., M.Si 

NIP. 19640823 1985032005 

 

Wan Suasty Saleh, S.Sos 

NIP. 19710408 200012 2 002 

 

Reni Riswanti, Sm.HK 

NIP. 19630108 198603 2 005 
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Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau Nomor 35.1 Tahun 

2012 Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendapatan Dinas 

Pendapatan Provinsi Riau, Tugas Pokok dan Fungsi: 

1. Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

operasional dan/atau kegiata teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 

satu atau sebagian daerah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada 

kepala Dinas Pendapatan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala UPT 

Menyelenggarakan Fungsi:  

a. Melaksanakan Pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) di 

wilayah kerja yang telah diteteapkan. 

b. Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengurusan PKB, 

BBN-KB kepada masyarakat. 

c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain 

Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (persero). 

d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan 

asli daerah. 

e. Melaksanakan tugas – tugas ketatausahaan. 

f. Melaksanakan pelayanan masyarakat. 

g. Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-

lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. 

h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan atasan. 
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3. Sub Bagian Tata Usaha,Mempunyai Tugas : 

a. Menerima, Menganalisa dan mengendalikan administrasi surat 

menyurat. 

b. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan 

mengadakan naskah dinas dan surat menyurat. 

c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta 

menyusun inventarisasi data kepegawaian. 

d. Menyusun rencana anggaran. 

e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai. 

f. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan. 

g. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun 

inventarisasi barang. 

h. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan 

kantor, dan keamanan. 

i. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, 

kehumasan dan kearsipan. 

j. Melaksanakan tugas – tugas lain yag diberikan oleh atasan. 

4. Seksi Penerimaan Pendapatan Daerah, Mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi penerimaan pendapatan daerah. 

b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan 

wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan. 

c. Pengkoordinasi dan pengelolaan pelayanan Samsat. 
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d. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor 

samsat setiap harinya. 

e. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penerimaan pendapatan 

daerah. 

f. Melaksanakan pelayanan dibidang penerimaan pendapatan daerah. 

g. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD). 

h. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat 

lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. 

i. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

5. Seksi Pengawasan/Penagihan dan Pembukuan, Mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kegiatan seksi penagiahan dan pembukuan. 

b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan 

dan pelaporan. 

c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah. 

d. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah. 

e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah. 

f. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang penagihan dan 

pembukuan. 

g. Melaksanakan pelayanan. 

h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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2.3Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota  

2.3.1 Visi  

Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi 

pemungutan serta pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan 

akuntabel dengan pelayanan prima. 

 

2.3.2 Misi  

2. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

3. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 

4. Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

5. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dengan penelitian ini memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib 

pajak dan pemilik kendaraan bermotor, dan memenuhi tuntutan dan amanat 

konstitusi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif, berorientasi 

kepada aspirasi masyarakat dan kepuasan pelanggan, Kantor Bersama Samsat 

(Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Daerah Provinsi Riau membuat 

terobosan inovasi E-Samsat Riau. 

Adapun proses pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat 

ini yaiut: 

1.Masyarakat atau Wajib Pajak dapat mendownload aplikasi E-

SamsatRiau di Google Playstore bagi pengguna android. 

2. Masyarakat melakukan pendaftaran dengan input Plat Nomor, Input 

NIK, Input Nomor Handphone, lalu klik Tombol Lanjutkan hingga 

Muncul Kode Bayar mucul dan kode baya tersebut berlaku selama 2 

jam, dan pembayaran di lakukan di bank riau kepri atau banking 

3. Masyarakat atau Wajib Pajak melakukan Pembayaran di ATM Bank 

Riau Kepri dan mendapatkan struk atau bukti pembayaran. 
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4. Bukti Bayar yang sudah diterima Wajib Pajak dibawa ke kantor Samsat 

terdekat untuk pengesahan STNK.  

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan yang di peroleh, 

maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi penelitian selanjutnya agar 

lebih meneliti secara mendalam mengenai sistem administrasi perpajakan modern 

terutama dengan menggunakan E-Samsat, karena objek penelitian tersebut 

menarik dan masih bisa di eksplorasi lebih lanjut. Misalnya penelitian yang lebih 

spesifik lagi terkait system administrasi perpajakan modern dan faktor – faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi administrasi, kualitas 

pelayanan, modernisasi strategi, amnesty pajak. 

Karena objek penelitian ini memberikan pengaruh sehingga dapat menjadi 

perhatian bagi wajib pajak, petugas, dan instan si atau dinas terkait. Juga hasil 

penelitian ini dapat memberikan masukan pada kantor SAMSAT untuk terus 

meningkat kan kualitas pelayanan, memfasilitasi penyampaian informasi terkait 

dengan program yang berjalan serta insfrastruktur pendukung agar program 

berjalan secara efektif. Dalam hal ini perlu socialasi terkait dengan program harus 

lebih giat dilakukan dan juga kepastian kebijakan dari pemerintah di perlukan 

agar program E-samsat ini dapat sepenuhnya dimanfaatkan oleh para wajib pajak 

kendaraan bermotor. Kepauhan wajib pajak ini akan semakin meningkat bila 

system adminsitrasi yang diterapkan memberikan kemudahan serta kejelasan 

informasi yang berkaitan dengan program sudah baik. 
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LAMPIRAN 

Daftar pertanyaan wawancara dengan kepala kantor di UPT Pengelolaan       

Pendapatan Pekanabaru Kota: 

1. Apa saja persyaratan yang harus di penuhi oleh wajib pajak sebelum membayar 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan System Online melalui E- Samsat ?  

2. Apakah terdapat kendala setelah proses registrasi membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dengan System Online melalui E- Samsat?  

3. Apakah sudah optimal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan 

System Online melalui E- Samsat? 

4. Sudah berapa lama berlakunya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

dengan system online melalui E-samsat dikantor ini? 

5. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pembayaan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) melalui E-Samsat? 

6. Apa saja dampak positif dan negatif dari pelaksanaan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) melalui E-samsat di kantor ini? 

7. Bagaimana tata cara pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) melalui E-samsat di kantor ini? 

8. Apakah ada peningkatan penerimaanPajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui 

E-samsat di kantor ini? 

9. Mengapa terjadi perubahan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari 

manual menjadi elektronik (E-Samsat)? 

10. Dimana saja program E-Samsat dapat di lakukan? Apakah dapat dilakukan di 

gerai samsat ataupun samsat keliling? 
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Daftar pertanyaan wawancaradengan wajib pajak yang menggunakan E-Samsat: 

1. Apakah ada syarat khusus yang harus di penuhi agarbisa membayar pajak 

secara online? 

2. Menurut ibu sendiri apakah perbedaan membayar pajak online dengan manual? 

3. Adakah keuntungan yang ibu terima dengan membayar pajak secara online? 

4. Menanyakan apa kendala yang ibu rasakan membayar pajak melalui E-samsat? 

5. Apa dampak positif yang ibu rasakan dengan melakukan pembayaran pajak 

melalui E-samsat? 

6. Apa dampak negatif yang ibu rasakan dengan melakukan pembayaran pajak 

melalui E-samsat? 

7. Manakah lebih mudah bayar pajak manual atau bayar pajak online? 
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Gambar aplikasi E-Samsat 
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Formulir Pendaftaran pembayaran PKB melalui E-Samsat 
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Bagian depan kantor samsat pekanbaru kota 
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